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ABSTRAK 

 

Perekonomian Indonesia kian memburuk saat terjadi kasus 

covid-19 dari tahun 2019 hingga saat ini dan bahkan terjadi hampir 

seluruh negara. Tentu masalah ini langsung banyak perusahaan 

sampai menyentuh pekerja atau karyawan yang mengalami kerugian 

besar seperti pemotongan gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) secara sepihak oleh perusahaan dan masalah lainnya yang 

terjadi pada pekerja atau karyawan tersebut. Salah satu aspek dalam 

muamalah yang cukup penting adalah upah mengupah, yaitu 

memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seorang yang telah 

melakukan pekerjaan, tertentu dan bayaran itu  diberikan menurut 

perjanjan yang telah disepakati. Penulis tertarik terhadap 

permasalahan tersebut mengenai Pemotongan Upah kerja karyawan 

dampak dari covid-19 pada CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan 

Bandar Lampung. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Mekanisme Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus covid-19 

dan Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan 

Upah Kerja Dampak Dari Virus covid-19 yang dilakukan oleh CV. 

Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pemotongan upah kerja 

karyawan serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 

Positif terhadap Mekanisme Pemotongan upah yang dilakukan oleh 

CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengggunakan penelitian 

lapangan (field research) yang dilakukan pada CV. Sumber Jaya 

Variasi Raden Intan Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 5 informan yang terdiri dari Pemilik, 

HRD dan 3 orang karyawan dan pengambilan sampelnya 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Analisa data yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 

penulisan pada penelitian ini adalah deduktif dan deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tinjauan Hukum Islam 

dan Hukum Positif terhadap pemotongan upah karyawan CV. Sumber 



 

 

 

Jaya Variasi Bandar Lampung tidak bertentangan dengan Hukum 

Islam serta pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan No.M/3/HK.O4/III/2O2O dalam Islam kebijakan 

pemerintah tersebut boleh dilakukan apalagi dalam keadaan 

darurat,seperti terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. 

Kemudian dalam hal pemotongan upah di tengah bencana covid-19 

sebenarnya tidak terdapat dalil baik yang berasal dari Al-Quran 

ataupun hadits yang memperbolehkan ataupun melarangnya. 
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MOTO 

 

قُوْا عَلَيْهِنَّ  نْ وُّجْدكُِمْ وَلََ تُضَارُّۤوْىُنَّ لتُِضَي ِّ وَاِنْ كُنَّ اوُلٰتِ حََْلٍ فَانَْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّّٰ  ۗ  اَسْكِنُ وْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّ
نَكُمْ بِعَْرُوْفٍ وَأْتََِرُوْ  ۗ  فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُ وْىُنَّ اجُُوْرَىُنَّ  ۗ  يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ   ۗ  ۗ  وَاِنْ تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُ رْضِعُ لَو ۗ  ا بَ ي ْ

 ٦ۗ  اخُْرٰى

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 

     (QS. At-Thalaq : 6) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Penegasan judul dimaksudkan untuk memberi arti beberapa 

istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari 

skripsi ini adalah  “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19 

(Studi pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar 

Lampung)” 

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil 

meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, 

dan sebagainya).
1
 

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan disini adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini adalah pemotongan upah kerja 

dampak dari virus covid-19 yang ditinjau atau diteliti dari segi hukum 

Islam dan Hukum Positif.  

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 

Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang 

beragama Islam.
2
 

Dalam hal ini hukum Islam yang difokuskan yaitu Fiqh Muamalah  

terdiri dari dua kata Fiqh yang berarti salah satu bidang dalam ilmu 

syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum 

yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan 

pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. 

Sedangkan Muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan 

kemasyarakatan yang mencakup (Pergaulan, Perdata, dan lain 

                                                 
1 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011),1470. 
2 Islam Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi aksara, 1999), 

73.  

    1    



sebagainya).
3
 Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh 

Muamalah  adalah aturan aturan (Hukum Allah. SWT) yang ditujukan 

untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau 

urusan yang berkaitan dengna urusan sosial dan kemasyarakatan. 

Jadi tinjauan Fiqh Muamalah  yang dimaksud di sini adalah 

pandangan dari peraturan peraturan Allah yang telah ditetapkan untuk 

mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, 

mengatur, mengelola kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau 

urusan yang berkaitan dengan urusan sosial dan kemasyarakatan. 

Upah jasa adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa 

yakni atas perbuatan yang baik atau berguna, bermanfaat, dan bernilai 

bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.
4
 Dalam hal ini upah 

yang dimaksud adalah pemotongan biaya upah atau pemotongan gaji 

pada CV. Sumber Jaya Raden Intan Bandar Lampung. 

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam dan hukum 

positif terhadap pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19 

pada judul skripsi ini. adalah bagaimana cara hukum Islam dan 

Hukum Positif meninjau atau memandang mengenai pemotongan 

upah kerja dampak dari pandemi virus covid-19. Apakah hukum Islam 

memeperbolehkannya sebagaimana aturan dalam Fiqh Muamalah ? 

Dan apakah pemotongan upah tersebut sudah sesuai dengan undang 

undang yang mengaturnya?. 

B. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pasti ingin memiliki kegiatan untuk berkehidupan 

bekerja secara layak agar  mendapatkan hidup yang sejahtera. Salah 

satu hak pekerja/ buruh adalah untuk mendapatkan upah dari 

pengusaha atau pemberi kerja. Pemberian upah yang adil dan setimpal 

akan memicu kinerja yang dilakukan oleh buruh atau pekerja, mereka 

akan bersemangat ketika upah seimbang dengan apa yang merek 

                                                 
3 Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Daring,” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah tanggal (09 Oktober 2022 

Pukul 18: 33). 
4 Kementrian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” 

(On-Line), Tersedia di: https://kbbi.web.id/jasa.html (22 Desember 2019).” 

https://kbbi.web.id/jasa.html%20(22


 

 

 

akerjakan. Upah yang seimbang akan memotivasi buruh untuk lebih 

maksimal dalam bekerja di berbagai perusahaan.  

Salah satu aspek dalam muamalah yang cukup penting adalah upah 

mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepda seorang 

yang telah melakukan pekerjaan, tertentu dan bayaran itu  diberikan 

menurut perjanjan yang telah disepakati.
5
 

Upah tidak akan dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan 

pekerjaan kecuali pekerja/buruh sakit, haid, menikah, mengkhitankan, 

menjalankan tugas negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan 

agamanya, pekerja/buruh melaksanakan tugas atas persetujuan 

pengusaha, dan pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari 

perusahaan. Jika perusahaan tidak membayar upah karena adanya 

alasan tersebut, maka perusahaan akan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau apabila perusahaan dengan 

serta merta melakukan pemutusan kerja (PHK) dengan alasan tersebut 

perusahaan yang melakukan PHK, maka PHK tersebut batal demi 

hukum dan perusahaan/ pengusaha wajib mempekerjakan kembali 

pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 153 ayat 2 UU 

Ketenagakerjaan).
6
 

Menurut pasal ini, upah merupakan hak pekerja setelah bekerja 

kepada perusahaan. Agar upah diberikan secara adil kepada seluruh 

pekerja, ditetapkan kebijakan mengenai upah minimum yang 

memperhitungkan produktivitas dan absensi pekerja. Pengaturan 

pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 

pekerja/buruh atau serikat buruh tidak boleh atau serikat buruh tidak 

boleh rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Islam sendiri muamalah 

upah mengupah seharusnya ditetapkan pada saat akad berlangsung 

yaitu dengan ditetapkannya akad maka akan menimbulkan hak dan 

kewajiban. 

                                                 
5 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: 

Gemilang Publisher, 2018), 41. 
6 Pasal 153 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjan. 



Saat ini dunia sedang dilanda oleh kejadian yang sangat luar biasa 

berupa pandemi Covid-19 yang menginfeksi individu pertamanya di 

Wuhan China, virus ini menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Virus 

ini sendiri masuk ke Indoneisa melalui turis asing yang melakukan 

kontak dengan warga Bogor pada awal maret 2020, dan sejak saat itu 

Covid-19 merubah kebiasaan masyarakat Indonesia bahkan dunia 

dengan sangat signifikan.  

Kita bukan hanya berubah dari Mekanisme pendidikan, namun 

juga sistem ekonomi, kebudayaan, pariwisata dan lain lainnya juga 

terkena dampaknya. Bahkan aktifitas bisnis di Indonesia dapat 

dikatakan lumpuh total pada pertengahan tahun 2021 akibat lonjakan 

virus yang semakin menjadi jadi. 

Tidak terkecuali di CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar 

Lampung yang ikut terkena imbasnya, muali dari pengurangan jumlah 

karyawan, hingga ke dampak terbesarnya yaitu pemotongan insentif 

atau upah kerja kepada pegawainya. Hal ini desebabkan karena tingkat 

konsumsi publik yang melemah dan grafik penjualan yang menurun, 

hal itu tentu berimbas ke perusaaan jika ingin tetap melanjutkan 

produksi maka jalan yang harus dipilih yaitu pemotongan upah buruh.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap 

Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19 (Studi pada 

CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)” 

C. Fokus dan Sub Fokus   

Agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah 

dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi 

permasalahan yang akan diteliti dan berfokus secara khusus 

membahas mengenai  pemotongan upah kerja dampak dari virus 

covid-19 di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. 

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian 

maka perlu adanya pemecahan fokus penelitian yaitu menentukan 

subfokus penelitian sebagai berikut: 



 

 

 

1.  Mekanisme Pemotongan Upah Kerja dampak dari Virus Covid-19 

di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. 

 

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap mekanisme 

pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19 di CV Sumber 

Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. 

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang dikemukakan di atas, 

maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemotongan upah kerja dampak dari virus 

Covid-19 di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

pemotongan upah kerja dampak dari Virus Covid-19 di CV 

Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan upah kerja dampak 

dari virus covid-19. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif 

terhadap pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Adapun Manfaat teoritik dari penelitan adalah: 

a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaaca, dan 

masyarakat mengenai Analisis Hukum Islam Dan Hukum 

Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus 

Covid-19, dan 

b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keIslaman bagi peneliti, 

pembaca, dan masyarkat. 

c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi 

simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 



pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil 

yang maksimal. 

2.  Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang 

bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang 

sudah didapatnya selama mengenyam Pendidikan di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitan Terdahulu  

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul 

skripsi ini yaitu: 

Skripsi Rezi Adha Putria Rosas yang berjudul “Analisis dampak 

Covid-19 Terhadap Penetapan upah karyawan CV. UB Berita 

Kabupaten Pasaman Sumatra Utara Barat Ditunjau Dari hukum 

Ekonomi Syariah” penelitian yang dilaterbelakangi oleh adanya 

dampak covid-19 yang tidak hanya berpengaruh pada bidang 

kesehatan asaja namun juga berbagai bidang lainnya. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian lapangan (Field Reasearch) yang dilakukan di 

CV. UB Berita dengan 5 orang sebagai samplenya. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak pada 

pengiriman bahan baku yang menyebabkan menurunnya kualitas dan 

kuantitas produksi
7
 

Skripsi Perpektif hukum Islam tentang Pemotongan Upah Pekerja 

(Studi pada Panglong Kayu Jaya abadi Untung suropati) oleh Pegi 

Prihatini. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejelas mungkin 

Mekanisme pemotongan upah pekerja pada panglong kayu jaya abadi 

                                                 
7 Rezi Adha Putria Rosas, “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penetapan 

Upah Karyawan CV. UB Berita Kabupaten Pasaman Sumatra Barat Ditinjau Menurut 

Ekonomi Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021). 



 

 

 

untung suropati Bandar Lampung, serta meninjau dari perspektif 

hukum Islam terhadap pemotongan upah pekerja panglong kayu 

tersebut, jenis peneltian ini adalah penelitian  lapangan. Hasil 

penelitian ini adalah tidak adanya transparansi antara pemilik 

panglong dan pekerja pemotong kayu seehingga terdapat kecurigaan 

dari pekerja tentang pekerjaannya.namun pekerja juga tidak bisa 

mencari pekerjaan ditempat lain sebab batasan ijazah sekolah yang 

tidak mencukupi.
8
 

Skripsi I Islamiyani yang berjudul Pemutusan Hubungan kerja 

pada masa pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Muamalah . Penelitan 

yang bertujuan untuk meninjau dari segi Fiqh Muamalah  tentang 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada masa pandemi covid-

19. Jenis penelitian ini sendiri adalah Penelitian hukum Normatif 

dengan hasil penelitiannya adalah dalam Islam hal seperti ini tidak 

termasuk dalam keadaan darurat, jadi tidak diperbolehkan.
9
 

Perbedaan pada ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah: 

1. Tempat Penelitian 

 tentunya tempat penleitian yang berbeda dapat menyebabkan 

kemungkinan hasil yang berbeda pula, sebab bagaimana penerapan 

skema pembayaran pekerja dan lainnya tentunya berbeda disetiap 

perusahaan, penelitian pertama melakukan penelitian di CV UB 

Berita Kabupaten Pasaman Sumatra Utara, penelitian kedua 

berfokus pada suatu panglong kayu di daerah Untung Suropati 

Bandar Lampung, sedangkan penelitian ketiga tidak terdapat 

tempat penelitian sebab hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam 

dalam merubah akad dalam keadaan Pandemi Covid-19. 

Sedangkan pada penleitian yang akan diteliti berikut ini berfokus 

pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. 

 

                                                 
8 Pegi Prihatini, “Perpektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja 

(Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati)” (Skripsi, UIN Raden Intan 

Lampung, 2019). 
9 Fauziyah, “Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 

Perspektif Fiqh Muamalah” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021). 



2. Fokus Penelitian  

Fokus pada penelitian pertama hanya berfokus pada dampak 

covdi-19 pada penetapan upah pekerja dan ditinjau dari pandangan 

Hukum Ekonomi Syariah, pada penelitian kedua fokus penelitian 

lebih ditujukan pada pemotongan Gaji pegawai pada salah satu 

panglong kayu di daerah Untung Suropati, Bandar Lampung. Dan 

dituinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian 

ketiga fokus penelitian tertuju pada pemutusan hubungan kerja 

yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Fiqh 

Muamalah . 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan menggali Informasi 

dengan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini juga 

termasuk field research (penelitian lapangan) karena dalam hal ini 

realitas yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam 

kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksud untuk mempelajari 

secara intensif tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

terhadap pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan tentang 

pemotongan Upah kerja dampak dari Covid-19, dan menjelaskan 

hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara Mekanismeatis 

fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang 

tertentu secara factual dan cermat.
10

   

3. Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

                                                 
10 Sarifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998),7. 



 

 

 

peneliti dari sumber pertanyaan 
11

. Dalam data ini sumber data 

yang di peroleh dari CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan 

Bandar Lampung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalahhdata yang sudah tersusunndan 

sudahhdijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.
12

 

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder 

yang berasal dari Al-Qur‟an, hadist, undang-undang (dalam 

hal ini Undang-undang No.13 Tahun 2003), serta buku buku, 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Sumber Data Tersier  

 Data tersier merupakan data penunjang yang dapat 

memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. 

Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah internet, dan 

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Informan 

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan 

informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Dalam penellitian kualitatif, informan dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Informan Kunci 

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi 

secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti.
13

 Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci 

untuk penulis mencari informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah 1 Orang pemilik CV. Sumber Jaya Variasi 

Raden Intan Bandar Lampung. 

b. Informan Utama 

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis 

                                                 
11 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan Sekolah (Jakarta: PN Rineka Cipta, 

2003),43. 
12 Ibid, 40. 
13 Ade Heryana, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian 

Kualitatif (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), 4. 



dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
14

 

Dalam hal ini terdapat 1 orang HRD pada CV. Sumber Jaya 

Variasi Bandar Lampung. 

c. Informan Pendukung 

Informan pendukung merupakan orang yang dapat 

memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan 

pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini informan 

pendukungnya adalah 3 orang pekerja di CV. Sumber Jaya 

Variasi Raden Intan. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penellitian ini meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang 

terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 

diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang 

bersangkutan
15

. Observasi juga digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan 

kuisioner.
16

 dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan 

cara mengamati mekanisme pengupahan pada CV. Sumber Jaya 

Variasi Raden Intan Bandar Lampung. 

b. Interview 

  Interview merupakan salah satu instrumen yang digunakan 

untuk menggali data secara lisan. Dengan menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan seputar tata cara upah mengupah dan 

pemotongan gaji karyawan kepada pimpinan perusahaan CV. 

Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. 

                                                 
14 Ibid, 6. 
15 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PN Rineka Cipta, 

2013), 57. 
16 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2019), 198. 



 

 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk 

mencari data mengenai hal-hal yang menyangkut dengan 

subyek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang terkait 

dengan tatacara upah mengupah baik dari undang-undang 

maupun dari literasi Islam yang ebrupa kitb-kitab dan buku 

buku fiqh. 

 

6. Teknik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data berarti menimbang, menyaring, 

mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring 

data harus berhati-hati meilih data yang relevan dan tepat serta 

berkaitan dengan  masalah yang menjadi subyek penelitian, 

sementara untuk mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan 

menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pengolahan 

data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Data (editing) merupakan memeriksa kembali 

dengan tujuan mengurangi kesalahan maupun kekurangan 

didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar 

dan relevan dengan data penelitian dilapangan.  

b. Mekanismeatis Data (systemating) merupakan pengecekan 

data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan 

Mekanismeatis sesuai dengan data yang diperoleh.  

 

7.  Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik 

pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriftif 

analitif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan 

informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara 

berlangsung). Penelitian deskriftif sendiri adalah penelitian yang 

bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada 

saat yang akan diteliti.
17
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I. Mekanismeatika Pembahasan 

BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, Metode penelitian dan Mekanismeatika Pembahasan.  

BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam 

Penelitian ini, yaitu  Akad,Ijarah, Serta Tenaga Kerja Terhadap Hak 

dan Kewajibannya terhadap perusahaan . 

BAB III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, (1) 

Sejarah Berdirinya CV. Sumber Jaya Variasi Bandar Lampung, (2) 

Mekanisme Pengupahan yang dilakukan oleh CV. Sumber Jaya 

Variasi Bandar Lampung, (3) Mekanisme Pengupahan sebelum dan 

sesudah adanya covid-19  

BAB IV ini berisi tentang Analisis Dampak Covid-19 

Terhadap Pemotongan yang dilakukan oleh CV. Sumber Jaya 

Bandar Lampung serta Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 

terhadap Mekanisme Pengupahan tersebut. 

BAB V terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian 

yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi 

dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai 

langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait 

dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 

  

                                                                                 
Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 47. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Akad  

1. Pengertian Akad  

 Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-„aqd yang 

berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini 

juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan 

antara orang yang berakad
18

. Secara istilah fiqih, akad di 

definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) 

daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak 

syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.  

Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau 

transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai 

dengan nilai- nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad 

berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, 

baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, 

maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 

wakalah, dan lain-lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan 

antara ijab ( pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan 

kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalamlingkup yang 

diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu
19

. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa 

akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang 

mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh 

pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.
20
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 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 

2019), 51  
19

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : 

UII Pres, 2020), 65  
20

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 

2010), 15  

13 



Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu 

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 

Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam 

lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak disatu pihak 

dan kewajiban di lain pihak
21

. Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik 

karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 

1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika 

dirumuskan secara berlainan ,maka dapat dikatakan bahwa 

perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan 

membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian tersebut mengikatkan diriny auntuk memenuhi 

kewajiban sebagaimana yang dijanjikan
22

. 

Beberapa ahli menjelaskan seperti menurut az-Zarqa dalam 

pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama 

berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan 

pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi 

dalam hati. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di 

kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang 

di benarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak
23

. 

Adapula yang mendefinisikan , akad ialah ikatan, pengokohan dan 

penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak
24

” 

Menurut fuqaha akad memiliki dua pengertian yakni umum 

dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian 

secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha 

malikiyyah, syafi'iyyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang 
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 Satrio J, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, (Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2017), 87  
22

 Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 

Perikatan Pada Umumnya, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018), 98  
23

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2019), 

51  
24

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogayakarta : 

Pustaka Kencana, 2010), 51   
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ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul 

dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra' (pengguguran hak) 

talak, dan sumpah
25

. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah 

yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian 

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum 

tertentu
26

. WJS. Poerwaradarminta dalam bukunya Kamus Umum 

Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah 

“persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua 

belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang 

tersebut dalam perjanjian itu”
27

. 

Berdasarkan hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat 

mengenai harga yang diperjual belikan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1458 KUHPerdata yakni jual-beli itu dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini 

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya 

meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya 

belum dibayar.
28

 

2. Dasar Hukum Akad  

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur‟an adalah 

surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut. 

                        

                                  

                                                 
25

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 
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 WJS. Poewaradarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
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 Ahmadi Mirudan Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Raja Grafindo 
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 Artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1) 

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai orang 

yang beriman wajib dalam memenuhi akad yang telah ditentukan 

sesuai ketentuan Hukum yang telah Allah tetapkan.  

Firman Allah SWT lainnya disebutkan dalam surat 

Ali Imran ayat 76 

                       

Artinya : “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan 

bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang 

bertakwa.” (Q.S Ali-Imran : 76) 

Maksud ayat di atas adalah bahwa kita sebagai manusia yang 

berjanji termasuk dalam menepati akadnya adalah termasuk orang-

orang yang bertakwa dan dicintai Allah. Oleh karena itu, kita 

sebagai manusia harus menepati janji yang telah disepakati 

termasuk akad yang telah dibuat oleh semua pihak yang terlibat.  

Hadits nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa  

اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى 
ى اللَّوُ عَنْوُ وَمَنْ أَخَذَ يرُيِدُ إِتْلََفَ هَا أتَْ لَفَوُ اللَّوُ   أدََاءَىَا أدََّ

Artinya : : “Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu „Alaihi 

Wa Sallam, beliau bersabda; “Siapa yang mengambil harta 

manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya 

maka Allah akan membayarkannya untuknya.Sebaliknya 

siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya 

(merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. (H.R 
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Bukhari)”29 

3. Rukun dan Syarat Akad   

Prinsip dasar bermu‟amalah yang harus dipenuhi dalam 

perjanjian adalah kegiatan yang mengandung maslahat, 

menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, 

tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk 

riba.  

Konstruksi perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain harus 

memenuhi prinsip bermu‟amalah juga harus terpenuhi rukun dan 

syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, ada ketentuan tentang 

kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama 

melakukan suatu dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak 

untuk melakukan perbuatan hukum.
30

 

a. Rukun-Rukun Akad 

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :  

1) „Aqid,  Aqid adalah orang yang berakad (subjek 

akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari 

salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 

orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar 

biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda 

dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu 

kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa 

orang.  

2) Ma‟qud Alaih Ma‟qud alaih adalah benda-benda yang 

akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang 

di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau 

pemberian, gadai, dan utang.  

3) Maudhu al-Aqid Maudhu al-Aqid adalah tujuan atau 

maksud mengadakan akad.Berbeda akad maka 
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berbedalah tujuan pokok akad.Dalam akad jual beli 

misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang 

dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.  

4) Shighat al-Aqid Sighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab 

adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh 

salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, 

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman 

dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain 

sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu 

terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang 

menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan 

akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli 

mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli 

menerima majalah tersebut dari kantor pos.
31

 

 

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di 

penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut.  

1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah 

pihak,misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu 

sebagai hadiah atau pemberian”.  

2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul  

3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan 

penolakan dan pembatalan dari keduanya.  

4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-

pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak 

karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain 

karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan. 

 

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam 

berakad, yaitu. 
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1) Dengan cara tulisan atu kitabah, misalnya dua aqid 

berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan 

kitabah atau tulisan. 

2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak 

dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, 

misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun 

tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat. 

3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain 

dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli 

menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual 

menyerahkan barang yang di belinya. 

4) Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama,apabila seseorang 

meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, 

kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-

barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada 

akad ida (titipan). 

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila. 

1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat 

qabul dari si pembeli, 

2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli, 

3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada 

kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis 

akad. Ijab dan qabul di anggap batal, 

4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya 

sebelum terjadi kesepakatan, 

5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau 

kesepakatan. 

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di 

tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain 

yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para 



ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam 

akad,
32

 yaitu. 

1) Dengan cara tulisan (kitabah),misalnya dua aqid 

berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan 

kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : 

“Tulisan itu sama dengan ucapan”. 

2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di 

laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya 

seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul 

dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai 

baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan 

ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di 

lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai 

berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan 

lidah”. 

 

b. Syarat-Syarat Akad
33

 

Syarat-syarat dalam akad6 adalah sebagai berikut. 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, 

seperti pengampuan, dan karena boros. 

2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya, 

3) Akad itu di izinkan oleh syara‟, di lakukan oleh orang 

yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia 

bukan „aqid yang memiliki barang, 

4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara‟, 

seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan 

faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap 

sebagai imbalan amanah (kepercayaan), 

5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi 

qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali 

ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya, 
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6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila 

seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya 

qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. 

4. Macam-Macam Akad 

 Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi 

dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya 

menurut syara‟, akad di bagi menjadi dua
34

, yaitu sebagai berikut. 

a. Akad Shahih  

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun 

dan syarat-syaratnya.Hukum dari akad shahih ini adalah 

berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu 

dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama 

Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu.  

1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad 

yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan 

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakannya 

2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang 

yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki 

kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad 

ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang 

mumayyiz
35

. 

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli 

yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua 

macam, yaitu. 

1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

berakad, sehingga salah satu pihka tidak boleh 
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membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad 

jual beli dan sewa menyewa, 

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah 

(pinjam meminjam), dan al-wadi‟ah (barang titipan)
36

. 

b. Akad tidak Shahih 

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh 

akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-

pihak yang berakad. 

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 

1) Akad Bathil 

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah 

satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara‟. 

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat 

unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah 

satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. 

2) Akad Fasid 

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di 

syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. 

Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di 

tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, 

atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga 

menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. 

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid 

mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu 

tidak mengakibatkan hukum apapun
37

. 

 

5. Berakhirnya Akad 
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  Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, 

atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad 

dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti 

pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan 

datang, seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam- 

meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum 

sampai lima bulan, telah dibatalkan.
38

  

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir 

apabila.  

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu 

mempunyai tenggang waktu.  

b. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu 

sifatnya tidak mengikat.  

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat 

dianggap berakhir jika.  

1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah 

satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi  

2) Akad itu tidak dilaksanankan oleh salah satu pihak  

3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna  

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
39

 

6. Hikmah Akad 

 Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia 

tentu mempunyai hikmah, antara lain. 

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam 

bertransaksi atau memiliki sesuatu.  

2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan 

perjanjian, karena telah diatur secara syar‟i.  
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3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan 

sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau 

memilikinya.  

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat 

hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, 

seperti pemindahan hak miliki dari penjual kepada pembeli dan 

akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, tidak 

boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yangdibenarkan 

syara‟, seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak 

memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.
40

 

B. Upah Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Upah 

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun/ajran 

yang berarti memberi hadiah/upah. Kata ajran mengandung dua 

arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Ujrah di dalam kamus 

perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta 

atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
41

 

Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau 

upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai Ujrah 

ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri 

mempunyai arti sendiri. 

Yang mana arti Ijarah secara etimologi berasal dari kata al- 

ajru yang berarti al-„Iwadh atau pergantian, dari sebab itulah ats-

Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru yakni upah. 

Secara terminologi, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 
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Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang 

yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar 

tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain 

itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, 

yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh 

akad atau tidak. 

Sedangkan Upah menurut istilah adalah uang dan 

sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas 

tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah 

diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang 

diterima oleh pihak pekerja karena atas pencurahan tenaga 

kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.
42

 

Istilah Ujrah selain ijarah, upah (fee) atau imbalan, ada juga 

jialah/jualah yang mana memilki arti yang sama dengan Ujrah 

yakni upah, tetapi upah dalam jialah/jualah sering diartikan seperti 

dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa 

dalam pekerjaan. Arti jialah/ jualah secara istilah yakni pemberian 

upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.
43

 

Jialah/Jualah merupakan kontrak (akad) dimana salah satu 

pihak (ja‟il) akan memberikan imbalan spesifik (jua‟l) kepada 

siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, 

misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang 

sakit sampai sembuh.
44

 

Maka dari pengertian diatas untuk jialah/jualah dapat 

dipersamakan persepsinya dengan Ujrah. Begitu juga dengan 

ijarah sama halnya dengan Ujrah karena Ujrah pada hakikatnya 

adalah bagian dari akad ijarah. Sedangkan upah (fee) atau imbalan 

merupakan nama lain dari Ujrah atau arti dari Ujrah itu sendiri, 
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yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat 

awam yang tidak mengetahui istilahistilah di dalam perbankan. 

Upah atau Ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma). Upah yang telah 

disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai 

kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, 

b. Upah yang sepadan (ajrul mitsli) adalah upah yang sepadan 

dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya 

(profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa 

(manfaat) kerjanya.
45

 

2. Landasan Hukum Ujrah 

 Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau 

boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

syara‟. 

a. Berdasarkan Al-Qur‟an : 

Firman Allah di dalam QS. At-Thalaq (65): 6. 

                

                      

                       

                 

 “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 

jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
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anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 

 Menurut Penulis, Maksud dari ayat di atas adalah 

bahwa kita harus memberikan imbalan sebagai suatu 

kewajiban terhadap atas suatu usaha dengan cara 

bermusyawarah sesuai dengan kesepakatan satu sama lain 

agar adil satu sama lain dan mendapatkan ridho dari ALLAH 

terhadap segala sesuatu yang kita lakukan.  

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233. 

                         

                          

                            

                         

                      

                             

               

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 



permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.” 

 Menurut penulis maksud ayat di atas adalah Allah 

Maha Melihat segala sesuatu yang kita perbuat dan akan 

dipertanggungjawabkan nantinya. Termasuk memberikan 

pembayaran yang patut terhadap seseorang sesuai dengan 

persetujuan dan permusyawaratan antara kedua pihak dalam 

melengkapi hak dan kewajibannya masing masing. 

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash (28): 26 

                      

        

 “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 

“Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil 

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat 

dipercaya.” 

b. Berdasasarkan Hadits : 

ثَ نَا عَبْدُ اللَّوِ بْنُ يوُسُفَ أَخْبَ رنَاَ مَالِكٌ عَنْ حَُيَْدٍ عَنْ أنََسِ  حَدَّ
رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ قَالَ حَجَمَ أبَوُ طيَْبَةَ 

فُوا مِنْ  اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لوَُ بِصَاعٍ مِنْ تََرٍْ وَأمََرَ أَىْلَوُ أَنْ يَُُفِّ
 خَراَجِوِ 

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin 

Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam 
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Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau 

membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan 

keluarganya untuk meringankan pajaknya".46 

c. Berdasarkan Ijma : 

Ujrah dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah 

mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan 

dalam Islam. Adapun pengertian al-ijarah atau Ujrah menurut 

istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab 

Fiqh Islam sebagai berikut. 

1) Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa 

al-ijarah atau Ujrah adalah suatu transaksi yang memberi 

faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui 

kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang 

disewakan dengan adanya imbalan. 

2) Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain al-ijarah 

atau Ujrah dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan 

kata al-kira`, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi 

untuk istilah al-ijarah mereka berpendapat adalah suatu 

`aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari al-Adamy 

(manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal 

laut dan binatang, sedangkan untuk al-kira` menurut istilah 

mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada 

benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, 

penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga 

digunakan. 

3) Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah atau Ujrah adalah 

suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` 

dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat 

diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah 

imbalan yang diketahui. 

4) Hanabilah berpendapat, al-ijarah atau Ujrah adalah aqad 

atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan 

diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan 

                                                 
46 Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, Shahih Bukhari. 

2102. 



sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya 

`iwadah.47
 

3. Rukun dan Syarat Upah 

a.  Rukun Upah 

Menurut jumhur ulama rukun Upah ada empat, yaitu:  

1) Dua orang yang berakad  

2) Sighat (ijab dan qabul)  

3) Sewa atau imbalan  

4) Manfaat 

b.   Syarat Upah 

   Untuk sahnya upah, sesuatu yang dijadikan sebagai 

upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah 

menetapakan syarat upah, yaitu. 

1) Ujrah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta 

dalam pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan 

diketahui. 

2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dangan uang 

sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk 

barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh 

diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus 

jasa yang tidak dilarang syara‟. 

3) Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama 

dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah 

dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan 

mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, 

syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah. 

                                                 
47 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010). 
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Adapun rukun dan syarat upah adalah sebagai berikut. 

a. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa, upah-mengupah, mu‟jir adalah yang memberikan 

upah dan menyewakan, musta‟jir adalah orang yang menerima 

upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. 

Disyaratkan pada mu‟jir dan mua‟jir adalah baligh dan berakal, 

cakap mengendalikan tasharruf (mengendalikan harta) dan 

saling meridhai. Bagi orang yang berakad juga disyaratkan 

mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, 

sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. 

b. Sighat ijab dan kabul antara mu‟jir dan mua‟jir, ijab dan kabul 

sewa-menyewa, upah-mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa 

misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 

5000”, maka mua‟jir menjawab “aku terima sewa mobil 

tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-

mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini 

kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000”, 

kemudian musta‟jir menjawab “aku akan kerjakan perkejaaan 

itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Fuqaha berbeda 

pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat 

kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat 

akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara 

sepihak apabila terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak 

yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau 

kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha 

yang berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali 

ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa 

dimanfaatkan.
48

 

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak 

baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah. 

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam 

upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan 

dengan beberapa syarat: 

                                                 
48 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” 

Jurnal ASAS Vol 5, no. 1 (2013): 6. 



1) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa 

dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan 

pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-

menyewa). 

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut Syara bukan hal yang dilarang 

(diharamkan). 

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat) nya 

hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam 

akad.
49

 

4. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam 

 Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan 

terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut : 

a. Adil 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan 

kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak 

berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, 

proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab 

berasal dari kata “adala", yang dalam Al-Qur‟an terkadang 

disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk 

kalimat berita. Kata “adl” di dalam al-Qur‟an memiliki aspek 

dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. pengertian ini 

terdapat di dalam al-Qur‟an, antara lain pada Q.S. an-Nisa‟ (4): 

58 dan Al- Maidah (5): 8 

                      

                        

           

                                                 
49 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 117. 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. an-

Nisa‟ (4): 58). 

                     

                       

                       

 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-

maidah: 8). 

Kata „adl di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang 

mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses 

pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia 

mempunyai hak yang sama oleh karena mereka samasama 

manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap 

manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini 

menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.  

Islam dikenal dengan agama yang mengajarkan nilai-

nilai toleransi (tasamuh) yang merupakan salah satu ajaran inti 

dalam Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih 

(rahmat), kebijaksanaan (hikmat), dan keadilan („adl). Al-

qur‟an menegaskan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam 



semesta (rahmatan li alalamiin) secara terang-terangan 

mengakui kemajemukan keyakinan dan agama.
50

 

 Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut di atas, adil 

dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam 

ketetapan upah dapat diartikan, yakni : 

1) Adil bermakna Jelas dan Transparan Makna jelas dan 

transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda :  

راً فَ لْيُ عْلِمْوُ أَجْرهَُ    مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِي ْ
“Dari Abi Sa‟id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW 

telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, 

maka hendaklah disebutkan tentang upah 

(pembayarannya)”. (HR. Abdul Razak).
51

 

 Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip 

utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan 

komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah 

akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. 

2) Adil bermakna proporsional Makna adil sebagai suatu hal 

yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang 

digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah 

pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, 

tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). 

Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala 

kebutuhan pokok mereka. 

b. Layak 

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta 

proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak 

berhubungan dengan besaran yang diterima. 

                                                 
50 Julia Hernida and Novaria Rahmawati, “Peran Negara Dalam Melindungi 

Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal ASAS Vol 

12, No. 2 (2020): 137. 

51 Hajar, Terjemahan Bulughul Maram (Semarang : Karya Toha Putra, 

2012)Cet Ke- 2, 360. 
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Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam 

yakni : 

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. 

Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar 

bahwa Rasulullah SAW bersabda :  

 
“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, 

Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga 

barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya 

maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya 

(sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang 

dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada 

mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu 

membebankannya dengan tugas seperti itu, maka 

hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. 

Muslim).
52

 

2) Layak, Upah yang layak merupakan upah yang harus 

sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja 

tidak tereksploitasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat 

dalam al-Qur‟an sebagai berikut. 

                       
“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-

haknya dan    janganlah kamu merajalela di muka bumi 

membuat kerusakan.”(QS. Asy-Syua‟ra 26 : 183). 

                                                 
52 Ibid, 252. 



Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, 

transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah 

yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang 

dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan 

upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan 

bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam 

mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan 

para karyawannya di perusahan. 

5. Mekanisme Penetapan Upah dalam Islam 

Menyangkut penentuan upah pekerja, Islam tidak 

memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan 

al-Qur‟an maupun Hadis. Secara umum, Mekanisme penetapan 

upah dalam Islam sebagai berikut: 

a. Menyebutkan jumlah upah sebelum memulai pekerjaan 

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah 

yang akan diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerjanya. 

Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah 

yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja bersumber dari 

Hadis. Rasulullah SAW memberikan sikap yang harus di 

contoh oleh pengusaha muslim saat ini, yakni penentuan upah 

pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. 

Rasulullah SAW bersabda. 

 

“Dari Abi sa'id al-Khudriy r.a bahwa Nabi SAW bersabda: 

Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah 

upahnya. ” (HR. Abdurrazzaq dalam hadis ini terdapat 
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inqitha‟. Baihaqi me-maushul-kannya dari jalur Abu 

Hanifah).
53

 

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah memberikan 

suatu sikap sebagai contoh kepada pengusaha muslim untuk 

memberikan informasi terlebih dahulu tentang besarnya upah 

yang akan di terima pekerja sebelum ia memulai pekerjaannya. 

Dengan adanya informasi yang jelas terkait besaran upah yang 

diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat 

untuk bekerja serta memberikan suasana nyaman dalam 

pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik usaha. 

b. Membayarkan upah pekerja sebelum keringatnya kering 

Dalam hadis Rasulullah SAW, terdapat perintah kepada 

pengusaha muslim untuk membayarkan upah para pekerja 

setelah mereka selesai melakukan pekerjaanya. Rasulullah 

SAW bersabda. 

فَّ عَرَقوُُ أ أعَْطُوا الَأجِيَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِ  
Dari Abdullah ibn „Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda: 

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” 

(HR. Ibnu Majah).
54

 

Maksud dari hadis di atas, adalah pengusaha bersegara 

menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu 

juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji 

setiap hari, setiap minggu atau setiap bulannya. Ketentuan 

tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau 

kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau 

akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang 

dibenarkan. Namun, pengusaha muslim dibebaskan untuk 

                                                 
53 Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani), 

cet 1, (Pustaka Amani, Jakarta, 1995), 360 
54 Ibid, hal 360 



menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan 

kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakannya.  

Dari kandungan hadis di atas, sangatlah jelas dalam 

memberikan gambaran bahwa jika memperkerjakan seorang 

pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaanya 

tersebut segara mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada 

yang merasa terdzalimi atau merasa akan dirugikan satu sama 

lain.
55

 

c. Upah harus diberikan sesuai berat pekerjaannya dan berharga. 

Maksud dari sesuai adalah sesuai kesepakatan bersama, 

tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan 

pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan 

yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan 

upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga 

maksudnya adalah upah yang dapat diukur dengan uang. 

Berdasarkan QS. Al-Jaatsiyah : 22. 

                

             

 “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S Al-

Jaatsiyah:22) 

6. Upah yang Halal dan Haram 

Upah halal bila yang dikerjakan juga halal. Jika pekerjaan 

nya haram, maka upahnya pun haram pula. Misalnya, jika 

seseorang di upah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, 

maka upah yang diterimanya nanti haram juga karena pekerjaannya 

haram. Demikian pula, upah bisa menjadi haram jika pekerjaan 

                                                 
55 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2012) 194. 
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yang harus dilakukan adalah kewajiban agama maupun sosial 

semata-mata karena Allah tanpa imbalan.  

Menurut pandangan para Fukaha, upah boleh dipungut dari 

memandikan jenazah, memakamkan, menggali kubur, mengimami 

shalat Tarawih dan membimbing jamaah haji oleh orang yang 

memang berprofesi di bidang tersebut. Upah karena berpatisipasi 

dalam jihad ataupun dalam mendakwahkan Islam tidak boleh 

melainkan jika orangyang bersangkutan adalah tentara atau 

pendakwah professional.
56

 

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu 

senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang biasa menjamin 

pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta 

terpelihara maksud maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam 

kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 

dalam melaksanakan aktivitas ijarah yakni: 

a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas 

kemauan sendiri dengan penuh sukarela. Dalam konteks ini 

tidak perlu melakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atas 

kedua-duanya atas dasar keterpaksaan. 

b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, bai 

yang datang dari mua‟jjir ataupun dari musta‟jir. Banyak ayat 

ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat 

khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan 

penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. 

c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan 

realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud 

d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah 

mestilah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram 

e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa 

sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak 

bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
57

 

                                                 
56 Ibid, 191. 
57 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, 36. 



7. Berakhirnya Pengupahan  

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang 

telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Keduanya harus 

menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah 

dan mengurangi waktu yang ditentukan. 

Para ulama Fiqih berpendapat bahwa berakhirnya akad 

ijarah apabila tenggang waktu disepakati dalam akad sudah 

berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, 

pertokoan maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan 

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, 

maka ia segera dibayar upahnya.
58

 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

pasal 61 ayat 1 dan 2 bahwa berakhirnya perjanjian kerja berakhir 

apabila pekerja meninggal dunia dan berakhirnya jangka waktu 

perjanjian kerja. apabila pemilik usaha yang meninggal dunia, 

maka ahli waris pemilik usaha dapat mengakhiri perjanjian kerja 

setelah berdiskusi dan membuat keputusan dengan pekerja. 

Sedangkan, jika pekerja yang meninggal dunia, ahli waris pekerja 

berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama. 

Serta dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan pasal 62 telah disebutkan, apabila dalam 

mengakhiri hubungan kerja terdapat salah satu pihak yang 

mengakhiri hubungan kerja sebelah berakhirnya jangka waktu 

yang sudah ditentukan, maka pihak yang mengakhiri hubungan 

kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya atau pihak 

yang dirugikan sebesar upah pekerja sampai batas waktu 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
59
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C. Tenaga Kerja 

1.  Pengertian Tenaga Kerja  

  Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap 

melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, 

mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah 

dan mereka yang mengurus rumah tangga.
60

 

  Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo 

adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan ini 

meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga 

yang tidak meneima bayaran serta mereka yang bekerja untuk 

menerima bayaran/upah/gaji. 

Sedangkan menurut Payman J. Simanjuntak defenisi tenaga 

kerja adalah penduduk yang berusia antara 14 smapai 60 tahun 

adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang-orang yang 

berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga 

kerja. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 

2003, pekerja atau buruh adalah setiap orang dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.
61

 

Karyawan adalah sumber daya manusia atau penduduk yang 

bekerja di suatu institusi baik pemerintah maupun maupun swasta 

(bisnis). Sedangkan menurut Samsuni dalam jurnal Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Karyawan adalah orang yang bekerja 

pada orang lain dan menjual jasa mereka, waktu, tenaga dan 

pikiran untuk perusahaan dan mendapatkan kompensasi dari 

perusahaan tersebut.
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Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja 

karena pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan 

kerja pada pengusaha dengan mendapatkan upah.
63

 

Menurut undang-undang No. 14 Tahun 1969 tenaga kerja 

adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan yang 

baik, di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan 

jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 

1).
64

 

2. Hak-Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

 Islam mengakui bahwa dengan manusia bekerja disertai 

dengan penggunaan modal akan didapat output yang lebih tinggi. 

Pada umumnya pekerja sering mendapatkan perlakuan yang 

kurang adil dari majikannya, padahal hasil kerja para pekerja telah 

mengahasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi usaha tersebut. 

Pengusaha sering mrlupakan kewajibannya terhadap pekerja. 

Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang sikap dan 

perlakuan yang seharusnya bagi para pekerja sebagaimana 

sabdanya, “budak dan pelayan harus diberi makanan dan pakaian 

sebagaimana lazimnya dan tidak boleh dibebani dengan pekerjaan 

yang tidak mampu dipikulnya (Mu‟atta).  

Islam dalam ajaran moralnya meminta para pengusaha 

membayar buruh dengan upah yang wajar serta meningkatkan 

fasilitas kerja mereka. Jika para pengusaha tidak memenuhi 

ketentuan tersebut, maka pemerintah berhak untuk mengatasi 

permasalahan ini, sehingga pekerja memiliki jaminan bahwa hak-

hak mereka akan terpenuhi. 

                                                                                 
No. 31 (2017): 116. 

63 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hokum Ketenagakerjaan Di Indonesia 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 3. 

64 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Pasal 1 tentang tenaga kerja. 
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 Berdasarkan paparan tersebut, maka hak-hak tenaga kerja 

antara lain adalah :
65

 

a. Buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat 

menikmati taraf hidup layak. 

b. Seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui 

kekuatan fisik yang dimilikinya dan apabila suatu waktu ia 

dipercaya melakukan pekerjaan berat, harus disediakan bantuan 

dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak atau 

keduanya. 

c. Buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan 

dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu. 

d. Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun 

yang lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk 

memberikan kontribusinya sebagai dana bantuan. 

e. Para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan 

sedekah mereka (amal yang dilakukan dengan sukarela) pada 

para pekerja dan anak-anak. 

f. Mereka harus memberi jaminan asuransi pada para 

pengangguran selama masih menganggur dari dana zakat. 

g. Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup 

selama dalam bekerja. 

h. Barang- barang yang dihasilkan dipabriknya harus diberikan 

kepada mereka secara bebas atau dengan tarif yang lebih murah. 

i. Para buruh harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta 

memaafkan mereka jika berbuat kesalahan selama dalam 

bekerja. 

j. Mereka harus disediakan akomodasi yang cukup sehingga 

kesehatan dan efisiensi tidak terganggu. 

Pada dasarnya kewajiban pekerja adalah hak majikan. 

Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh 
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mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja 

secara efisien dan jujur. 

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalua 

pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas. 

b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. 

c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti. 

d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya 

untuk dikerjakannya, sedangkan kalua bentuk pekerjaan itu 

berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana 

mestinya. 

e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini 

apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau 

kelengahannya.
66

 

D. Covid-19 

1. Pengertian Covid-19 

  Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah salah satu 

jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini 

merupakan virus corona jenis ketiga yang sangat patogen setelah 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) 

dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-

CoV). COVID-19 pertama kali dilaporkan dari Wuhan, provinsi 

Hubei, China, pada Desember 2019. Penyakit COVID-19 bersifat 

zoonosis, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa SARS-CoV-2 

dapat menular dari manusia ke manusia. Penyebaran virus ini 

terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Penularannya terjadi 

melalui droplet yaitu dari percikan-percikan dari hidung dan mulut, 

kontak dengan droplet dan fekal-oral. Percikan-percikan tersebut 

akan menempel pada benda dan orang bisa terinfeksi jika 
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menyentuh benda tersebut. Virus COVID-19 dapat bertahan hingga 

72 jam pada plastic dan stainless steel, kurang dari 24 jam pada 

karton dan kurang dari 4 jam pada tembaga.
67

 

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa 

Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi Mekanisme 

pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID19. Virus Corona 

menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah 

seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan 

Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). 

Gejala Coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga 

gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala Corona 

yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus 

adalah. 

a. Demam tinggi disertai menggigil 

b. Batuk kering 

c. Pilek 

d. Hidung berair dan bersin-bersin 

e. Nyeri tenggorokan 

f. Sesak napas 

Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara 

cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) gejala infeksi virus 2019-

nCoV dapat muncul mulai dua hari hingga 1IV hari setelah 

terpapar virus tersebut. 

Berdasarkan laporan WHO, pada tanggal 30 Agustus 2020, 

terdapat 24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia 

dengan 838.924 kematian (CFR 3,4%). Wilayah Amerika memiliki 

kasus terkonfirmasi terbanyak, yaitu 13.138.912 kasus. Selanjutnya 

wilayah Eropa dengan 4.205.708 kasus, wilayah Asia Tenggara 

dengan 4.073.148 kasus, wilayah Mediterania Timur dengan 
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1.903.547 kasus, wilayah Afrika dengan 1.044.513 kasus, dan 

wilayah Pasifik Barat dengan 487.571 kasus (World Health 

Organization, 2020). Kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia 

masih terus bertambah. Berdasarkan laporan Kemenkes RI, pada 

tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 172.053 kasus konfirmasi dengan 

angka kematian 7343 (CFR 4,3%). DKI Jakarta memiliki kasus 

terkonfirmasi kumulatif terbanyak, yaitu 39.037 kasus. Daerah 

dengan kasus kumulatif tersedikit yaitu Nusa Tenggara Timur 

dengan 177 kasus (Kemenkes RI, 2020).
68

 

2. Dampak Covid-19 

  Pandemi Covid-19 belum berakhir, seluruh negara di dunia 

termasuk Indonesia masih berjuang menghadapi wabah global ini. 

Hampir seluruh sektor terdampak pandemi Covid-19, mulai 

kesehatan, sosial, ekonomi, termasuk didalam keberlangsungan 

dunia usaha dan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang 

muncul akibat pandemi Covid-19 antara lain pekerja dirumahkan, 

bekerja dari rumah, pembayaran upah, dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

  Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Juanda Pangaribuan 

mengatakan sedikitnya ada 4 masalah ketenagakerjaan yang 

muncul akibat Covid-19. Pertama, pada saat pelaksanaan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagian perusahaan 

tidak boleh beroperasi. Akibatnya, ada perusahaan yang 

memutuskan untuk merumahkan pekerja atau memerintahkan 

pekerja untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH). 

  Kedua, dalam kondisi seperti ini, bisa berlaku asas no work no 

pay sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini menyebut upah tidak 

dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, kecuali 

bagi pekerja yang sakit baik karena Covid-19 atau bukan. 
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  Ketiga, pembayaran upah. Juanda berpendapat setelah 

pandemi Covid-19 berakhir berpotensi banyak perselisihan 

ketenagakerjaan yang akan muncul. Salah satunya perselisihan hak 

terkait pemenuhan ketentuan perundang-undangan, perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terkait 

pemenuhan upah. Karena itu, Juanda mengingatkan jika pandemi 

ini berdampak kepada perusahaan yang mengubah skema 

pengupahan, harus ada kesepakatan dengan serikat buruh atau 

buruh yang bersangkutan kemudian dituangkan dalam perjanjian 

bersama. 

  Keempat, dampak Covid-19 bisa berujung PHK. Menurut 

Juanda, status hubungan kerja dibagi dua yaitu perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT). Untuk PKWT, perusahaan yang terdampak Covid-19 

dapat memutus PKWT lebih awal daripada yang tertulis dalam 

perjanjian. Ini bisa terjadi karena perusahaan tidak beroperasi atau 

dilakukan pemangkasan jumlah pekerja. Tapi bisa juga perusahaan 

membayar sisa kontrak PKWT. 

  Untuk PHK akibat dampak Covid-19 bagi pekerja berstatus 

perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT), Juanda menyebut ada 3 

alasan yang dapat digunakan perusahaan. Pertama, alasan rugi. 

Pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 menjelaskan pengusaha 

dapat melakukan PHK terhadap buruh karena perusahaan tutup 

yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus menerus 

selama 2 tahun. Untuk menggunakan alasan ini terlebih dulu harus 

ada hasil audit kantor akuntan publik yang menyatakan perusahaan 

mengalami kerugian. 

  Selain alasan rugi, dalam ketentuan yang sama juga mengatur 

PHK dengan alasan force majeure. Perlu dicermati, sekalipun 

pemerintah melalui Keppres No.12 Tahun 2020 sudah menyatakan 

pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional kategori nonalam 

bukan berarti perusahaan bisa serta merta menjadikannya sebagai 

acuan untuk melakukan PHK dengan alasan force majeure. 



  Perusahaan yang dapat menggunakan alasan ini hanya badan 

usaha yang terdampak kebijakan pemerintah dalam menangani 

Covid-19. Misalnya, karena PSBB perusahaan tidak bisa 

beroperasi sehingga tidak ada pemasukan dan merugi. Kompensasi 

pesangon yang diberikan perusahaan untuk PHK dengan alasan 

merugi atau force majeure yakni 1 kali ketentuan. 

  Terakhir, perusahaan bisa melakukan PHK karena terdampak 

Covid-19 dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 

ayat (3) UU No.13 Tahun 2003. Kendati putusan MK No.19/PUU-

IX/2011 menyatakan PHK dengan alasan efisiensi konstitusional 

bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen, tapi 

praktiknya pengadilan hubungan industrial (PHI) akan melihat 

kasus ini sesuai fakta sebenarnya apa yang menjadi alasan 

efisiensi. 

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 

  Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona 

menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat 

serangkain kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak 

tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti 

Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden 

(PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah 

(PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota 

(PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat 

Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah.  

Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah 

ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh 

masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi 

larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan 

COVID-19. Contoh kebijakan tertulis seperti: KEPPRES No. 

11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PERPU Nomor 1 Tahun 

2O2O Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
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Mekanisme Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Mekanisme Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang 

Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home 

(WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; 

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,dan lain-lain. 

Merespon tren perkembangan penyebaran dan penularan 

Corona yang terus meningkat, sejak tanggal 17 April 2020 

Presiden mengumumkan COVID-19 sebagai bencana nasional 

melalui KEPPRES No. 12 Tahun 2020. Kasus coronavirus terus 

mengalami peningkatan jumlah. Hingga tanggal 17 Juni 2020 total 

jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 40.400 orang, 

pasien yang sembuh sebanyak 15.703 orang, dan pasien yang 

meninggal dunia sebanyak 2.231 orang . Jumlah kasus orang 

terinfeksi Corona terus mengalami peningkatan, diperkirakan 

kurvanya akan melandai padaakhir tahun 2020.
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